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RUU JABATAN HAKIM

SR

Usia Pensiun Hakim Agung Jadi 67 Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Usia
pensiun hakim agung akan di-
turunkan dari 70 tahun menjadi
67 tahun. Ini dimaksudkan agar
kondisi hakim tetap prima saat
mengambil putusan. Dengan pu-
tusan yang berkualitas, penga-
dilan yang adil dan efektif lebih
mudah terwujud.

Penurunan usia pensiun ha-
kim agung tersebut tercantum di
dalam Rancangan Undang-Un-
dang (RUU) Jabatan Hakim. Ra-
bu (10/2) kemarin, Komisi III
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

menggelar rapat dengan Badan

Keahlian DPR untuk membahas
draf RUU tersebut.

Disepakati dalam rapat ter-

sebut, status dan kedudukan ha-
kim diperkuat sebagai pejabat
negara, bukan pegawai negeri si-

pil (PNS). Hanya hakim ad hoc

yang menyandang status PNS.
Kesejahteraan hakim tingkat
pertama sampai hakim agung
pun akan lebih dijamin. Dengan
penguatan status hakim, diha-

rapkan akan mendorong tercip-

tanya sistem peradilan yang lebih
bersih dan bebas suap.

Anggota Komisi III DPR dan
Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir,
mengatakan, dalam rapat terse-
but, menurunnya kualitas putus-
an hakim menjadi perhatian.
Atas pertimbangan itu, batas usia
masa pensiun seorang hakim
agung akan diturunkan.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi

IIT dari Fraksi PDI-P Trimedya
Pandjaitan mengatakan, RUU ini
juga akan memperkuat meka-
nisme pengawasan internal Mah-
kamah Agung (MA).

”Jadi, sebelum.ada pengawas-
an (eksternal) dari Komisi Yu-
disial, pengawasan internal akan
didahulukan. Kita beri ’senjata’
kepada MA untuk mengawasi ha-
kim-hakim yang ditengarai ’ber-
main’ dalam menetapkan putus-
an sidang,” kata Trimedya.

Hak dan fasilitas
Dalam RUU tersebut, hakim

akan mendapat hak-haknya se-'

bagai pejabat negara. Hak-hak itu
diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14
draf RUU~Jabatan Hakim. Ke
depan, semua-hakim akan.me-
miliki standar hak keuangan (gaji
pokok, tunjangan jabatan, peng-
hasilan pensiun, dan tunjangan
lain), cuti, dan fasilitas yang
sama.

Hakim juga akan mendapat
fasilitas berupa rumah jabatan
milik negara, sarana transportasi
milik negara, jaminan kesehatan,
kedudukan protokol sesuai per-
aturan  perundang-undangan,
dan jaminan keamanan selama
menjalankan tugas.

Selama ini, ujar Trimedya, ada
ketidakjelasan status hakim dan
standar kesejahteraan hakim.
Hal itu berakibat pada praktik
peradilan yang tidak bersih dan
rentan suap. Sistem peradilan

yang adil dan bersih pun tidak
terwujud.

RUU Jabatan Hakim j juga akan
mengatur standar nominal peng-
gajian para hakim sesuai ting-
katannya. “Nanti akan diatur. Sa-
at ini, ada 6.000-8.000 hakim di
seluruh Indonesia. Kita kaji, be-
rapa gaji ideal untuk hakim ting-
kat pertama sampai hakim
agung? Karier, status, dan peng-
hasilan hakim harus jelas supaya
mereka tidak gampang d1be11 2
kata Trimedya.
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RUU Jabatan Hakim saat ini
sudah masuk Program Legislasi
Nasional Prioritas 2016 di urutan
ke-27. RUU itu menjadi inisiatif
Komisi III DPR. Dalam waktu
dekat, Komisi III akan menye-

-rahkan naskah akademik dan

draf RUU Jabatan Hakim ke Ba-

- dan Legislasi (Baleg) untuk di-

harmonisasi dan selanjutnya di-
bahas bersama pemerintah. ;
Komisi Yudisial dan MA sem-
pat memberikan usulan draf
RUU Jabatan Hakim versi me-
reka. Kepala Badan: Keahlian
DPR Johnson  Rajagukguk
mengatakan, draf terakhir yang
disusun Badan Keahlian DPR su-
dah mengakomodasi - masukan
dan usulan dari KY dan MA.
Wakil Ketua Baleg Firman
Subagyo mengatakan, Baleg me-
nunggu naskah akademik dan
draf RUU dari Komisi III. (AGE)



